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Menimbang

Mengingat

PERATURAN BERSAMA
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 06/PKS/M/2007
NOMOR 44 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENATA RUANG DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

. bahwa dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/6/2007 telah ditetapkan
Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya;

. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, di-

pandang perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pekerjaan
Umum dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka
Kreditnya;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);



. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1577 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sembilan kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3176);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547);

. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);



Menetapkan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4263);

12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

14, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/10/M.PAN/6/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang
Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BERSAMA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAJAN NEGARA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA
RUANG DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Penata Ruang adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
perencanaan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan
ruang.



(1)

(2)

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh
seorang Penata Ruang dalam rangka pembinaan karier
kepangkatan dan jabatannya.

Instansi Pembina jabatan fungsional Penata Ruang adalah
Departemen Pekerjaan Umum.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa
Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan,
Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara,
Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh
pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari
Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah
Gubernur,

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah
Bupati/ Walikota.

Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan
sementara, dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Penata
Ruang adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional
Penata Ruang dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai
Negeri Sipil.

BAB II
USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

Bahan penilaian angka kredit Penata Ruang disampaikan
pimpinan unit kerja paling rendah pejabat struktural eselon III
atau pejabat struktural eselon IV yang bertanggung jawab di
bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung pejabat
fungsional yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang
mengusulkan penetapan angka kredit.

Usul penetapan angka kredit untuk Penata Ruang dibuat
menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I-A
sampai dengan Lampiran I-C Peraturan Bersama ini.



(3)

Setiap usul penetapan angka kredit Penata Ruang harus
dilampiri dengan :

a. surat pernyataan melakukan kegiatan perencaznaan tata
ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang dan
bukti-bukti fisik dibuat menurut contoh  sebagaimana
tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bersama ini;

b. surat pernyataan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang
dan bukti-bukti fisik dibuat menurut contoh sebagaimana
tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bersama ini;

€. surat pernyataan melakukan kegiatan Pengendalian
pemanfaatan ruang dan bukti-bukti fisik dibuat menurut
contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan
Bersama ini;

d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan
profesi dan bukti-bukti fisik dibuat menurut contoh
sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bersama
ini;

e. Surat Pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas
Penata Ruang dan bukti-bukti fisik dibuat menurut contoh
sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan
Bersama ini;

f. Surat Pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan dan
fotocopi bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan dan/atau keterangan yang
disahkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat menurut
contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII
Peraturan Bersama ini.

Pasal 3

(1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi Penata Ruang

(2)

harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan
rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tersebut
dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/6/2007.

Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.



(1)

Pasal 4

Penetapan angka kredit Penata Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh sebagaimana
tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Bersama ini.

{2) Asli penetapan angka kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala

(1)

(2)

1)

(2)

Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada :

a. Penata Ruang yang bersangkutan;

b. Sekretaris Tim Penilai Penata Ruang yang bersangkutan;

c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepega-
waian instansi yang bersangkutan; dan

d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Penata
Ruang dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Dalam hal Penata Ruang akan dipertimbangkan untuk naik
pangkat, penetapan angka kredit ditetapkan paling lambat 3
(tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. untuk kenaikan pangkat periode Aprit angka kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yanqg
bersangkutan;

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang
bersangkutan. '

Pasal 6

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dalam
menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan atau
memberikan kuasa kepada pejabat lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/10/M.PAN/6/
2007,

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka
tertib administrasl dan pengendalian harus membuat spesimen
tandatangan dan disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara.




(3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit, spesimen tandatangan pejabat vang
menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada
Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak
dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan
dalam Pasal 5 ayat (2), angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat
lain satu tingkat dibawahnya, yang secara fungsional bertanggung
jawab di bidang penataan ruang setelah mendapatkan delegasi atau
kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau
atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB III
TIM PENILAI

Pasal 8

(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai adalah
sebagai berikut :

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan
jabatan/pangkat Penata Ruang yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja
Penata Ruang; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian.

(2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali
masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui masa
tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(4) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang pensiun atau
berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai
mengusulkan penggantian anggota tim secara definitif sesuai
masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang
menetapkan Tim Penilai.

(5) Dalam hal terdapat Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim
Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.



(6) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang secara langsung

(7)

(8)

bertanggung jawab dibidang penataan ruang, unsur
kepegawaian, dan pejabat fungsional Penata Ruang dengan
ketentuan sebagai berikut :

Seorang Ketua merangkap anggota;
Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

oo oo

Paling sedikit 4 (empat) orang anggota.

Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi, maka Anggota
Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai
kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Penata Ruang.

Kualifikasi pendidikan dan tata cara penilaian Tim Penilai dalam
melakukan tugas ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum
selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsiona! Penata
Ruang.

Pasal 9

(1) Tugas Tim Penilai Departemen adalah :

a. membantu Menteri Pekerjaan Umum atau pejabat eselon I
yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Penata
Ruang Madya di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
dan instansi lainnya di luar Departemen Pekerjaan Umum;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri
Pekerjaan Umum atau pejabat eselon I yang ditunjuk, yang
berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana
dimaksud dalam huruf a.

(2) Tugas Tim Penilai Unit Kerja adalah :

a. membantu Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen
Pekerjaan Umum dalam menetapkan angka kredit Penata
Ruang Pertama sampai dengan Penata Ruang Muda di
lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen
Pekerjaan Umum;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur
Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum
yang berhubungan dengan penetapan angka kredit
sebagaimana dimaksud dalam huruf a.



(3) Tugas Tim Penilai Instansi adalah :

a. membantu Sekretaris Jenderal Departemen, Sekretaris
Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen atau Pejabat Eselon I lainnya
yang setingkat dengan itu dalam menetapkan angka kredit
Penata Ruang Pertama sampai dengan Penata Ruang Muda
yang bekerja pada instansi yang bersangkutan;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris Jenderal Departemen, Sekretaris Jenderal
Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departemen atau Pejabat Eselon I lainnya yang setingkat
dengan itu, yang berhubungan dengan penetapan angka
kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(4) Tugas Tim Penilai Provinsi adalah :

(5)

(6)

7)

®

a. membantu Kepala Dinas Provinsi dalam menetapkan angka
kredit Penata Ruang Pertama sampai dengan Penata Ruang
Muda di lingkungan masing-masing;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka
kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah :

a. membantu Kepala Dinas Kabupaten/Kota dalam menetapkan
angka kredit Penata Ruang Pertama sampai dengan Penata
Ruang Muda di lingkungan masing-masing;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas  Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan
penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam
huruf a.

Dalam hal Tim Penilai Instansi belum terbentuk, penilaian dan
penetapan angka kredit Penata Ruang dapat dimintakan kepada
Tim Departemen.

Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian dan
penetapan angka kredit Penata Ruang dapat dimintakan kepada
Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Departemen.

Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk,
penilaian dan penetapan angka kredit Penata Ruang dapat
dimintakan kepada Tim Penilal Kabupaten/Kota lain terdekat,
Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai
Departemen.



(1)

(2)

(1)

)

(3)

(1)

2

10

Pasal 10

Untuk membantu Tim Penilai dalam  melaksanakan
tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab di
bidang kepegawaian.

Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 11

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat
membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para
ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau
bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis
yang diperiukan.

Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran
dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan
penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang
memerlukan keahlian tertentu.

Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab
kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 12

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan
kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Penata Ruang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dipertimbangkan apabila:

a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan

C. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.



(3

(4)

(%)

(6)

(7)
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Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dipertimbangkan apabila:

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian
pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan
Penata Ruang Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan
ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan
ruang IV/c, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah
mendapat Pertimbangan teknis Kepala BKN.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki
jabatan Penata Ruang Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan
ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Penata Ruang Madya
pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ditetapkan
dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang
bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang
menduduki jabatan Penata Ruang Pertama pangkat Penata
Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat
1 golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Penata
Ruang Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b,
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat
persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang
besangkutan. '

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota
yang menduduki jabatan Penata Ruang Pertama pangkat Penata
Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat
I golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Penata
Ruang Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d,
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat
Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang
bersangkutan.



(8)

ey

(2)

S
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Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota
yang menduduki jabatan Penata Ruang Muda pangkat Penata
Tingkat I golongan ruang III/d untuk menjadi Penata Ruang
Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan
Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ditetapkan oleh
Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan
teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

Pasal 13

Kenaikan pangkat bagi Penata Ruang dalam jenjang jabatan
vang lehih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan
jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penata Ruang yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit
yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih
tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan
untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN
PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 14

Pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam
dan dari jabatan Penata Ruang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam

jabatan Penata Ruang harus memenuhi syarat :

a. berijazah paling rendah Sarjana (51) sesuai dengan
kualifikasi yang ditentukan;

b. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang
IIl/a; dan

c. setiap unsur penifaian prestasi kerja dan pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.

(2) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi
jabatan Penata Ruang, yang telah dipersiapkan pada waktu
pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
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Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Penata
Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2
(dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat
fungsional Penata Ruang yang pedoman Diklatnya ditentukan
oleh Instansi Pembina Jabatan Penata Ruang.

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
yang tidak lulus pendidikan dan latihhan fungsional Penata
Ruang, diberhentikan dari jabatan Penata Ruang.

Surat Keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan
Penata Ruang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut
pada Lampiran IX Peraturan Bersama ini.

Pasal 16

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam

jabatan Penata Ruang dapat dipertimbangkan dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/6/2007;

b. memiliki pengalaman dalam kegiatan penataan ruang
paling singkat 2 (dua) tahun;

c. telah mengikuti dan lulus dikiat fungsional Penata Ruang;
usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian
pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan

Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir.

Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang
dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Penata Ruang ditetapkan
sesuai dengan angka kredit yang diperoleh setelah melalui
penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang
berwenang yang berasal dari unsur utama dan unsur penunjang.

Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan
lain ke dalam jabatan Penata Ruang dibuat menurut contoh
sebagaimana tersebut pada Lampiran X Peraturan Bersama ini.
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Pasal 17

Bagi Penata Ruang yang karena perpindahan jabatan, memiliki
pangkat/ golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Penata Ruang yang
diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih
tinggi setelah satu tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka
kredit yang diperlukan untuk kenaikan jabatan.

Pasal 18

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
dan 16 ayat (1) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan
Penata Ruang dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Penata
Ruang.

Pasal 19

(1) Penata Ruang Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang
IIl/a sampai dengan Penata Ruang Madya pangkat Pembina
Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
diangkat dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir tidak dapat
mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Penata Ruang Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan
ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap
tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat
mengumpulkan angka kredit paling rendah 20 (dua puluh) dari
kegiatan tugas pokok.

(3) Pembebasan sementara bagi Penata Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan
peringatan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu
pembebasan sementara dibuat menurut contoh sebagaimana
tersebut pada Lampiran XI Peraturan Bersama ini.

(4) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dan ayat (2) Penata Ruang juga dibebaskan sementara
dari jabatannya apabila :

a. dijatuhi hukuman disiplin berupa hukuman disiplin tingkat
sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966;

c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penata Ruang;
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d. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk
persalinan keempat dan seterusnya; atau

e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Penata Ruang yang dibebaskan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a selama menjalani hukuman
disiplin tetap melaksanakan tugas pokok tetapi tidak dapat
dinilai dan ditetapkan angka kreditnya.

Surat Keputusan pembebasan sementara dari jabatan Penata
Ruang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada
Lampiran XII Peraturan Bersama ini.

Pasal 20

Penata Ruang diberhentikan dari jabatannya, karena :

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat kecuali jenis
hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat;

b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) tidak dapat mengumpuikan
angka kredit yang ditentukan.

Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan Penata Ruang
dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran
XIII Peraturan Bersama ini.

BAB VI
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 21

Penata Ruang yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan
tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dapat
diangkat kembali dalam jabatan Penata Ruang, jika masa
berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.

Penata Ruang yang dibebaskan sementara karena diberhentikan
sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun
1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penata Ruang, jika
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi
hukuman percobaan.
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Penata Ruang yang dibebaskan sementara karena ditugaskan di
luar jabatan Penata Ruang, dapat diangkat kembali dalam
jabatan Penata Ruang apabila telah selesai melaksanakan tugas
di luar jabatan Penata Ruang.

Penata Ruang yang dibebaskan sementara karena cuti di luar
tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi
semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penata Ruang.

Penata Ruang yang dibebaskan sementara karena tugas belajar
lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan
Penata Ruang apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

Pengangkatan kembali dalam jabatan Pepata Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat
(5) dapat dilakukan apabila usia yang bersangkutan paling
kurang 2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun.

Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Penata
Ruang dibuat sesuai contoh sebagaimana tersebut pada
Lampiran XIV Peraturan Bersama ini.

Pasat 22

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Penata
Ruang sebagaimana tersebut dalam Pasal 21, jabatannya ditetapkan
berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan angka kredit yang
diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Penata Ruang.

BAB VII
PENYESUATAN/ INPASSING DALAM JABATAN DAN
ANGKA KREDIT

Pasal 23

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/10/M.PAN/6/2007 telah dan masih melakukan tugas di
bidang penataan ruang berdasarkan keputusan Pejabat yang
berwenang dapat diangkat ke dalam jabatan Penata Ruang
melalui penyesuaian/inpassing dengan ketentuan harus
memenuhi syarat :

a. paling rendah berijazah Sarjana (S.1) sesuai dengan
kualifikasi yang ditentukan;

b. paling rendah memiliki pangkat Penata Muda, golongan
ruang III/a; dan
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c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.

Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/inpassing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir
sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan Lampiran III
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/10/M.PAN/6/2007.

Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/
inpassing sebagaimana dimaksud Lampiran II atau Lampiran III
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/10/M.PAN/6/2007 dihitung dalam pembulatan ke
bawah, yaitu :

a. Masa kerja dalam pangkat terakhir kurang dari 1 (satu)
tahun masuk dalam kolom kurang 1 (satu) tahun sebagai

dasar perhitungan angka kredit kumulatif
penyesuaian/inpassing;

b. Masa kerja dalam pangkat terakhir 1 (satu) tahun sampai
dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kolom 1
(satu) tahun, sebagai dasar perhitungan angka kredit
kumulatif penyesuaian/inpassing;

€. Masa kerja dalam pangkat terakhir 2 (dua) tahun sampai
dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kolom 2
(dua) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit
kumulatif penyesuaian/inpassing;

d. Masa kerja dalam pangkat terakhir 3 (tiga) tahun sampai
dengan kurang dari 4 (empat) tahun masuk dalam kolom 3
(tiga) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit
kumulatif penyesuaian/inpassing;

e. Masa kerja dalam pangkat terakhir 4 (empat) tahun atau
lebih masuk dalam kolom 4 (empat) tahun sebagai dasar
perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing.

Surat Keputusan penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan
angka kredit Penata Ruang, ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang mengangkat dan memberhentikan Penata Ruang
yang dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut dalam
Lampiran XV Peraturan Bersama ini.
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(5) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Penata
Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
memperhitungkan formasi Penata Ruang yang tersedia.

Pasal 24

(1) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Penata
Ruang di lingkungan instansi pusat dan daerah ditetapkan mulai
tanggal 1 Januari 2008 dan harus selesai ditetapkan paling akhir
tanggal 31 Desember 2008 dengan ketentuan berlakunya surat
keputusan penyesuaian/inpassing terhitung mulai tanggal 1
(satu) bulan berikutnya dari tanggal penetapan.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing
telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka
sebelum disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Penata
Ruang terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya
agar dalam penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit
telah digunakan pangkat terakhir,

(3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 April 2009
kenaikan pangkat Penata Ruang sudah ditetapkan dengan angka
kredit disamping memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Penata Ruang tidak
dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional [ain
maupun jabatan struktural.

Pasal 26

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing telah
memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang
dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki
masa kerja 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir, kenaikan
pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai
periode kenaikan pangkat berikutnya.

(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dipertimbangkan’ apabila telah mengumputkan angka kredit paling
kurang 10 % (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan
tugas pokok.
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Pasal 27

(1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan
tindakan dalam melaksanakan pembinaan Penata Ruang,
Departemen Pekerjaan Umum selaku Instansi Pembina Jabatan
Penata Ruang melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada
pejabat yang berkepentingan dan Penata Ruang.

(2) Untuk meningkatkan kemampuan Penata Ruang secara
profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Pekerjaan
Umum selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan :

a. penetapan pedoman formasi jabatan Penata Ruang;

b. penetapan standar kompetensi Penata Ruang;

c. pengusulan tunjangan jabatan fungsional Penata Ruang;
d

sosialisasi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang
serta petunjuk pelaksanaannya;

e. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/
teknis fungsional bagi Penata Ruang;

f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsionalf
teknis bagi Penata Ruang;

pengembangan sistem informasi jabatan Penata Ruang;
fasilitasi pelaksanaan jabatan Penata Ruang;
fasilitasi pembentukan organisasi profesi Penata Ruang;

fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Penata
Ruang; dan

k. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Penata Ruang.

bl (e |

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini
akan diatur kemudian oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-
sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 29

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini,
dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/10/M.PAN/6/2007 tentang Jabatan Fungsional
Penata Ruang dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada
Lampiran XVI Peraturan Bersama ini.



Pasal 30
Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 27 Desember 2007

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

EDY TOPO ASHARI
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CONTOH : LAMPIRAN JA :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT PERATURAN BERSAMA
JABATAN PENATA RUANG MENTERI| PEKERJAAN UMUM DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
NOMOR
TANGGAL
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENATA RUANG PERTAMA
Nomor:
INSTANSI MASA PENILAIAN :
Bulan ..........s/d Bulan.................. Tahun
| KETERANGAN PERORANGAN
1 |Nama
2 |NIP
3 |Nomer Seri Kartu Pegawai
4 |Tempat dan Tanggal Lahir
5 |Jenis Kelamin
6 [Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
7 lJabatan Penata Ruang / TMT
8 {Masa Kerja golongan lama
8 |Masa Kerja golongan baru
10 |Unit Kerja
] UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
No UNSUR, $UB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TiM PENILAI
LAMA | BARU [JUMLAH| LAMA | BARU |JUMLAH|
1 2 3 4 5 6 7 8
UNSUR UTAMA

PENDIDIKAN

A |Pendidikan Formal dan Memperoleh Gelar

1. Doktor (S3)

2. Magister (82)

3. Sajana(S1)

B |Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Memperoleh Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

Mengikuti diklat fungsional:

1. Lamanya lebih dari 960 jam pelajaran

. Lamanya antara 841 - 960 jam pelajaran

. Lamanya antara 161 - 480 jam pelajaran

2
3. Lamanya antara 481 - 640 jam pelajaran
4
5

. Lamanya antara 81 - 160 jam pelajaran

6. Lamanya antara 30 - 80 jam pelajaran

C |Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Memperoleh Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

|Meng'tkuti pendidikan dan pelatihan-prajabatan tingkat lli

JUMLAH
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PERENCANAAN TATA RUANG DAN/ATAU PENINJAUAN
KEMBALI RENCANA TATA RUANG

A |Persiapan Penyusunan Kegiatan Perencanaan Tata Ruang

Menyusun konsep Term of Reference (TOR) kegiatan
perencanaan tata nuang

B |inventarisasi dan Identifikasi Data Perencanaan Tata Ruang

Melakukan pengumpulan dan pengolahan data
perencanaan tata ruang :

a. Lingkup wilayah

b. Lingkup kawasan

C |Pengkajian Data Perencanaan Tata Ruang

1. Membuat metodologi/pendekatan perencanaan
pengembangan wilayah :

. &: -Lingkup wilayah

b. Lingkup kawasan

2. Mengkaji data, potensi dan permasalahan yang terkait
dengan bidang penataan ruang :

a. Lingkup wilayah

b. Lingkup kawasan

3. Mengkaji tingkat perkembangan witayah :

a. Lingkup wilayah

b. Lingkup kawasan

4. Mengkaji kebutuhan ruang, prasarana dan sarana wilayah

a. Lingkup wilayah

b. Lingkup kawasan

5. Meninjau kembali rencana tata ruang :

Mengkaiji besaran simpangan antara rencana (peruntukan
ruang dan proyeksi data aspek) dengan kenyataan yang
ada :

a. Lingkup wilayah

b. Lingkup kawasan

D |Pemetaan Perencanaan Tata Ruang

1. Mengidentifikasi dan menganahsns informasi, data dan peta
|___hasil survei _

2. Membuat konsep peta tata ruang :

a. Peta analisis

1) Lingkup wilayah

2) Lingkup kawasan

b. Petarencana

1) Lingkup wilayah

'2) Lingkup kawasan

3. Membuat peta tata ruang :

a. Peta kerja

b. Peta analisis

1) Skala 1: 1.000 s.d 1:5.000

2) Skala 1: 5.000 s.d 1:25.000

3) Skala > 1:25.000

¢. Petarencana

1) Skala 1: 1.000 s.d 1:5.000

2) Skala 1: 5.000 s.d 1:25.000

3) Skala> 1:25.000

E jPembahasan Konsep Rencana Tata Ruang

Membahas naskah dan/atau konsep rencana tata ruang

F |Perumusan Aspek Legal Perencanaan Tata Ruang

Mengolah data untuk masukan proses legalitas
perencanaan tata ruang

G |Penyusunan Konsep NSPM Perencanaan Tata Ruang

Mengidentifikasi data & informasi norma, standar, prosedur
dan manua} (NSPM) perencanaan tata ruang
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Sosialigasi perencanaan tata ruang

Menyusun konsep sosialisasi hasil perencanaan tata ruang
dan atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM)
perencanaan tata ruang

PEMANFAATAN RUANG

A

Persiapan Penyusunan Program Pemanfaatan Ruang

Menyusun konsep Term Of Reference ({TOR) kegiatan
pemanfaatan ruang

Inventarisasi dan Identifikasi Data Pemanfaatan Ruang

Melakukan pengumpuian dan pengolahan data
pemanfaatan ruang ;

a._Lingkup wilayah

b. Lingkup kawasan

Pengkajian Permasalahan Pemanfaatan Ruang

‘Mengidentifikasi permasalahan pemanfaatan ruang

Pembahasan Konsep Program dan Perizinan

Membahas konsep program dan/atau perizinan

Penyusunan Konsep NSPM Pemanfaatan Ruang

Mangidentifikasi data & informasi pengangkatan norma,
standar, prosedur dan manual (NSPM) pemanfaatan ruang

Sosialisasi Pemanfaatan Ruang

Menyusun konsep sosialisasi hasil pemanfaatan ruang atau
norma, standar, prosedur dan manual (NSPM)
pemanfaatan ruang

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

A

Persiapan Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Menyusun konsep Term Of Reference (TOR) kegiatan
pengendalian pemanfaatan ruang

Inventarisasi dan |dentifikasi Data Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

Melakukan pengumpulan dan pengolahan data
pengendalian pemanfaatan ruang :

a. Lingkup wilayah

b. Lingkup kawasan

Pengawasan

Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pengendalian pemanfataan ruang :

a. Lingkup wilayah

b. Lingkup kawasan

Pengkajian Permasalahan Kebijakan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang :

Mengidentifikasi permasaiahan pengendalian pemanfaatan
ruang

Pembahasan Konsep dan atau Hasil Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

Membahas konsep pengendalian pemanfataan ruang atau
hasil dari pengendalian pemanfaatan ruang

Penyusunan Konsep NSPM Pengendalian Pemanfaatan
Ruang

Mengidentifikasi data dan informasi norma, standar,
prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan
ruang

Sosialisasl Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Menyusun konsep sosialisasi hasil pengendalian
pemanfaatan ruang atau NSPM pengendalian pemanfaatan
fuang
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PENGEMBANGAN PROFES!

A

Penyusunan Karya Tulis, Karya limiah di Bidang Penataan
Ruang - - : :

1. karya tuiis hasil penelitian dan atau evaluasi dibidang
penataan ruang dalam bentuk:

a. buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b. makalah iimiah yang diakui oleh LIP|

2. karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan
sendirt dibidang penataan ruang dalam bentuk:

a. buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasionat

b. makalah iimiah yang diakui oleh LIPI

3. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil
gagasan sendiri di bidang penataan ruang dalam bentuk:

a. buku

* b. “makalah

4. Penyampaian gagasan/narasumber dan atau ulasan ilmiah
dalam pertemuan ilmiah

Perumusan Sistem Pengawasan di Bidang Penataan Ruang

1. Merumuskan sistem pengawasan di bidang penataan
ruang yang mengandung nilai-nilai pembaharuan

2. Merumuskan sistem pengawasan di bidang penataan
fuang yang mengandung nilai-nilai penyempumaan atau
perbaikan

Penyusunan Pedeman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk
Teknis di Bidang Penataan Ruang

Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk
teknis/ buku referensi di bidang penataan ruang

Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lainnya di
Bidang Penataan Ruang

1. Menterjemahkan/saduran dalam bidang penataan ruang
dalam bentuk:

a. buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b. makalah ilmiah yang diakui oleh LiP|

2. Menterjemahkan/saduran dalari bidang penataan ruang
yang dipublikasikan dalam bentuk:

a. buku

b. makalah

3. Membuat abstrak tulisan iimiah yang dimuat dalam
penerbitan

Pemberian Bimbingan Teknis

1. Memberikan bimbingan teknik kepada pejabat fungsional
yang berada dl bawah jenjang jabatannya

2. Memberikan bantuan teknik kepada pejabat struktural dan
staf yang memeriukan bantuan teknik di bidang penataan
fuang

Pemberian Penyuluhan di Bidang Penataan Ruang

1. Penyuluhan ke instansi lain mengenai bidang penataan
ruang atas permintaan institusi

2, Penyuluhan ke masyarakat mengenai bidang penataan
ruang atas permintaan institusi

Pemberian Diseminasi atau Sosialisasi di Bidang Penataan
Ruang '

1. Diseminasi produk hukum, pedoman, petunjuk teknis

2. Sosialisasi produk hukum, pedoman, petunjuk teknis

JUMLAH

JUMLAH UNSUR UTAMA
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’ Vi | PENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS PENATA RUANG
| A |Pengajar/Pelatih di Bidang Penataan Ruang
|

‘ Mengajar/melatih pada kegiatan Diklat Pegawai di bidang
[ penataan ruang

B |Peran Serta dalam Seminar/Lokakarya/ Simposium di Bidang
Penataan Ruang

1. Mengikuti seminarflokakarya atau simposium tingkat
nasionalfinternasional sebagai :

a. Pemrasaran

b. Moderator/Pembahas/Narasumber

c. Peserta

2. Mengikuti dan berperan senta sebagai delegasi ilmiah :

. sebagai ketua

b. sebagai anggota

C |Menjadi Anggota Organisasi Profesi di Bidang Penataan
Ruang

1. Tingkat Nasional/Internasiona! sebagai :

a. Pengurus aktif

b. Anggota aktif

2. Tingkat Provinsi sebagai :

a. Pengurus aktif

b. Anggota aktif

D |Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penata
Ruang

E |Perolehan Gelar Kesarjanaan lainnya

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan
bidang tugas

a. Doktor (8.3)

b. Magister (S.2)

¢. Sarjana (S.1) / Diploma IV

F |Memperoleh Penghargaar/ Tanda Jasa

1. Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja :

a. Tingkat Nasional/Internasional

b. Tingkat Provinsi

¢. Tingkat kabupaten/kota

2. Gelar kehomatan akademis

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir kegiatan jenjang jabatan satu tingkat di atas / di bawah o)

1 - 2 PRI . i a4 e e oo

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*} Dicoret yang tidak periu
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AR

dan seterusnya

LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : - - .-
Surat pernyataan melakukan kegiatan tata ruang dan/atau peninjauan kembaii rercana tata ruang
Surat peryataan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang

Surat peryataan melakukan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang

Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

NIP.

Catatan Pejabat Pengusuli :

4. dan seterusnya

{ jabatan )

{nama_pejabat pengusul )

NIP,

3. dan seterusnya

Catatan Anggota Tim Penilai ;

{ Nama Penilai | )

NIP,

{Nama Penilai Il )

NIP,

Vi

Catatan Ketua Tim Penilai ;

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama)

NIP .
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CONTOH :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN 1B :
PERATURAN BERSAMA

JABATAN PENATA RUANG MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
NOMOR
TANGGAL
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENATA RUANG MUDA
Nomor:
INSTANSI e, 0T MASA PENILAIAN :
Bulan ...........s/d Bulan... .............. Tahun
1 KETERANGAN PERORANGAN
1. [Nama
2. INIP
3. |Nomor Seri Kartu Pegawai
4. |Tempat dan Tanggal Lahir
5. |Jenis Kelamin
8. |Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
7. |Jabatan Penata Ruang / TMT
8. jMasa Kerja golongan lama
9. |Masa Kerja golongan baru
10. |Unit Kerja
il UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
No "UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU |JUMLAH| LAMA | BARU [JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8
UNSUR UTAMA

PENDIDIKAN

A |Pendidikan Formal dan Memperoleh Izajah/Gelar

1. Doktor (S3)

2. Magister (S2)

3. Sarjana (S1)

B |Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Memperoleh Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

Mengikuti diklat fungsional:

1. Lamanya lebih dari 960 jam pelajaran

Lamanya antara 641 - 960 jam pelajaran

Lamanya antara 481 - 640 jam pelajaran

Lamanya antara 161 - 480 jam pelajaran

N O TR Y

Lamanya antara 81 - 160 jam pelajaran

6. Lamanya antara 30 - 80 jam pelajaran

C |Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Memperoleh Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat 1§l

JUMLAH
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2

PERENCANAAN TATA RUANG DAN/ATAU PENINJAUAN

"|KEMBALI RENCANA TATA RUANG

A

Inventarisasi dan Identifikasi Data Perencanaan Tata Ruang

1. Menyiapkan desain survei perancanaan tata ruang:

a. Lingkup wilayah

b. Lingkup kawasan

2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data
_perencanaan tata ruang lingkup nasionat

Fengkajian Data Perencanaan Tata Ruang

1. Membuat metodologi/pendekatan perencanaan
pengembangan wilayah lingkup nasional

2. Mengkaji data, potensi dan permasalahan yang terkait
dengan bidang penataan ruang lingkup nasional

3. Mengkaji tingkat perkembangan wilayah lingkup nasional

]

"Mengkaiji tipologi kawasan

5. Mengkaji peluang pembangunan :

a. Lingkup wilayah

b. Lingkup kawasan

6. Mengkaji kebutuhan ruang, prasarana dan sarana wilayah
lingkup nasional

7. Mengkaiji struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada
dan kecenderungan perkembangannya : :

a. Lingkup wilayah

b. Lingkup kawasan

8. Mengkaji kelembagaan terkait dengan penataan ruang

9. Mengkaiji peraturan perundang-undangan terkait dengan
penataan ruang .

10. Mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan wilayah
lingkup kawasan

11. Mengkaii indikasi program pembangunan lingkup kawasan

12. Peninjavan kembali rencana tata ruang :

a. Mengkaji kesahihan rencana tata ruang:

1) Lingkup wilayah

2) Lingkup kawasan

b. Mengkaiji faktor eksternal dan internal yang
mempengaruhi rencana tata ruang:

1) Lingkup wilayah

2) Lingkup kawasan

¢. Mengkaji besaran simpangan antara rencana
(Peruntukan ruang dan proyeksi data aspek) dengan
kenyataan yang ada pada lingkup nasional

d. Menentukan tipologi peninjauan kembali rencana tata
ruang :

1) Lingkup nasiona}

2) Lingkup wilayah

3) Lingkup kawasan

Pemetaan Perencanaan Tata Ruang

Membuat konsep peta tata ruang :

a. Peta analisis lingkup nasional

b. Peta rencana lingkup nasional

Perumusan Konsep Rencana Tata Ruang

1. _Merumuskan konsep rencana tata ruang lingkup kawasan

2. Merumuskan program pengembangan wilayah lingkup
kawasan

Pembahasan Konsep Rencana Tata Ruang

Membahas naskah dan/atau konsep rencana tata ruang

Perumusan Aspek Legal Perencanaan Tata Ruang

1. Menyusun naskah akademis proses legalitas rencana tata
ruang

2. Menyusun telaahan peraturan perundang-undangan
perencanaan tata ruang tingkat kota/kab
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Penyusunan Konsep NSPM Perencanaan 1ata Ruang

Menyusun naskah akademis norma, standar, prosedur dan
manual (NSPM) perencanaan tata.ruang ...

Sosialisasi Perencanaan Tata Ruang

Melakukan sosialisasi hasil perencanaan tata ruang atau
norma, standar, prosedur dan manual (NSPM)
perencanaan tata ruang lingkup kawasan

PEMANFAATAN RUANG

A

Inventarisasi dan Identifikasi Data Pemanfaatan Ruang

1. Menyiapkan desain survei pemanfaatan ruang:

4. Lingkup wilayah

b. Lingkup kawasan

2. Melakukan pengumputan dan pengolahan data
pemanfaatan ruang lingkup nasional

Penyusunan Program Pemanfaatan Ruang

1. . Mengkaji data dalam rangka penyusunan program
-pemanfaatan ruang:

a._Lingkup wilayah

b. Lingkup kawasan

2. Menyusun konsep program pemanfaatan ruang lingkup
kawasan

3. Meiyusun konsep sinkronisasi program lingkup kawasan

4. Menyusun kensep perangkat insentif dan disinsentif lingkup
kawasan

5. Menrelaah peraturan perundangan terkait investasi dalam
rangka pemanfaatan ruang :

a. Pemerintah

b. Swasta

¢. _Masyarakat

Pengkajian Permasalahan Pemanfaatan Ruang

Menganalisis berbagai permasalahan dalam pemanfaatan
ruang

Pembahasan Konsep Program dan Perizinan

Membahas konsep program atau perizinan

Penyusunan Konsep NSPM Pemanfaatan Ruang

Menyusun naskah akademis pengangkatan norma,
standar, prosedur dan manual (NSPM) pemanfaatan ruang

Sosialisasi Pemanfaatan Ruang

Melakukan sosialisasi hasil pemanfaatan ruang atau
norma, standar, prosedur dan manual (NSPM)
pemanfaatan ruang lingkup kawasan

Pengevaluasian Pekerjaan Pihak Ketiga

Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan
dengan pemanfaatan ruang:

a. Llingkup wilayah

b. Lingkup kawasan

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

A

Inventarisasi dan Identifikasi Dala Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

1. Menyiapkan desain survei pengendalian pemanfaatan
riang ;

a. Lingkup wilayah

b. Lingkup kawasan

2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data
pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional

Pengawasan

Meiakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pengendalian pemanfataan ruang lingkup nasional

Perizinan Pemanfataan Ruang

1. Mengevaluasi dan merumuskan rekomendasi perizinan
pemanfaatan ruang

2. Menyusun telaahan peraturan perundang-undangan

perijinan pemanfaatan ruang tingkat kab/kota
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D [Pengkajian Permasalahan Kebijakan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

1. Mengkaji pelaksanaan rencana tata ruang

2. Mengkaji strategi pengendalian pemanfaatan ruang Inngkup
l kawasan

[ 3. Menyusun rancang bangun instrumen pengendalian
pemanfaatan ruang lingkup kawasan

4. Menyusun konsep peraturan perundangan-undangan
tentang pengendalian pemanfaatan ruang tingkat
kab/kota

5. Menyusun telaahan peraturan perundang-undangan
pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kab/kota

E {Pembahasan Konsep dan atau Hasil Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

Membahas konsep pengendalian pemanfaatan ruang atau
, . hasil dari pengendalian pemanfaatan ruang

F |Penyusunan Konsep NSPM Pengendalian Pemanfaatan
Ruang

Menyusun naskah akademis norma, standar, prosedur dan
manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang-

G |Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Melakukan sosialisasi hasil pengendalian pemanfaatan
ruang atau NSPM pengendalian pemanfaatan ruang
lingkup kawasan :

H [Pengevaluasian Pekerjaan Pihak Ketiga

Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan
dengan pengendalian pemanfaatan ruang :

a. Lingkup wilayah

b. Lingkup kawasan

V |PENGEMBANGAN PROFESI

A |Penyusunan Karya Tulis, Karya limiah di Bidang Penataan
Ruang

1. karya tulis hasil penelitian dan atau evaluasi dibidang
penataan ruang dalam bentuk:

a. bukuyang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b. makalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

2. karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan
sendiri dibidang penataan ruang dalam bentuk:

a. buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b. makalah ilmiah yang diakui oleh LIP!

3. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmizh hasil
_gagasan sendiri di bidang penataan ruang dalam bentuk:

a. buku

b. makalah

4. Penyampaian gagasan/narasumber dan atau ulasan ilmiah
dalam pertemuan ilmiah

B |Perumusan Sistem Pengawasan di Bidang Penataan Ruang

1. Merumuskan sistem pengawasan di bidang penataan
ruang yang mengandung nilai-nilai pembaharuan

2. Merumuskan sistem pengawasan di bidang penataan
ruang yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau
perbaikan

C [Penyusunan Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk
Teknis di Bidang Penataan Ruang

Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk
teknis/ buku referensi di bidang penataan ruang

D |Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di
bidang Penataan Ruang

1. Menterjemahkan/saduran dalam bidang penataan ruang
dalam bentuk:

a. buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b. makalah iimiah yang diakui cleh LIiPI
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2. Meénterjemahkan/saduran dalam bidang penataan ruang
yang dipublikasikan dalam bentuk:

a. buku -

b. makalah

3. Membuat abstrak tulisan iimiah yang dimuat dalam
penerbitan

Pemberian Bimbingan Teknis

1. Memberikan bimbingan teknik kepada pejabat fungsional
yang berada di bawah jenjang jabatannya

2. Memberikan bantuan teknik kepada pejabat struktural dan
staf yang memerukan bantuan teknik di bidang penataan
ruang

Pemberian Penyuluhan di Bidang Penataan Ruang

1. Penyuluhan ke instansi lain mengenai bidang penataan
ruang atas permintaan institusi

2. "Penyuluhan ke masyarakat mengenai bidang penataan
ruang atas permintaan institusi

Pemberian Diseminasi atau Sosialisasi di Bidang Penataan
Ruang

1. Diseminasi produk hukum, pedoman, petunjuk teknis

2. Sosialiasi produk hukum, pedoman, petunjuk teknis

JUMLAH

JUMLAH UNSUR UTAMA

Vi

PENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS PENATA RUANG

A

Pengajar/Pelatih di Bidang Penataan Ruang

Mengajar/melatih pada kegiatan Diklat Pegawai di bidang
penataan ruang

Peran Serta Dalam Seminar/Lokakarya/ Simposium di Bidang

Penatzan Ruang
1.

Mengikuti seminar/lokakarya atau simposium tingkat
nasional/internasional sebagai :

a. Pemrasaran

b. Moderator/Pembahas/Narasumber

¢. Peserta

2. Mengikuti dan berperan serta sebagai delegasi ilmiah :

8. sebagai ketua

b. sebagai anggota

Menjadi Anggota Organisasi Profesi di Bidang Penataan
Ruapq

1. Tingkat Nasional/internasional sebagai :

a. Pengurus aktif

b. Anggota aktif

2. Tingkat Provinsi sebagai :

a. Pengurus aktif

b. Anggota aktif

Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penata
Ruang

Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penata
Ruang

Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

Memeperoleh getar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan

| bidana tugas

a. Sarjana {S.1) / Diploma IV

b. Magister (5.2)

¢. Doktor (5.3)

Memperoleh Penghargaan/ Tanda Jasa

1. Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja :

a. Tingkat Nasional/internasional

b. Tingkat Provinsi

¢. Tingkat kabupaten/kota

2. Gelar kehormatan akademis

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir kegiatan jenjang jabatan satu tingkat di atas / di bawah *)

1

2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*} Dicoret yang tidak periu
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LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pemyataan melakukan kegiatan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan pemantfaatan ruang
3. Surat pemyatean melakukan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan prafesi
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang
6. dan seterusnya
e NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :
1.
2. ...
3 .
4. dan seterusnya
( jabatan )
(nama_pejabat_pengusul )
NIP.
V |Catatan Anggota Tim Penilai :
1 ...
2 ...
3. .
4 dan seterusnya
( Nama Penilai | }
NP,
(Nama Penllai Il )
NiP,
VI |Catatan Ketua Tim Penilai :
1 ...
2 ...
3 ...
4 dan seterusnya
Ketua Tim Penilai,
(Nama)
NIP.




CONTOH :

INSTANSI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENATA RUANG

LAMPIRAN IC :

PERATURAN BERSAMA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR-

NOMOR

TANGGAL :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENATA RUANG MADYA

.

Nomor:

MASA PENILAIAN :

Bulan...........s/d Bulan.................. Tahun

KETERANGAN PERORANGAN

{Nama

NipP

Nomor Seri Kartu Pegawai

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Penata Ruang / TMT

@| oo ~Nf ®] | ] W] ] -

]Masa Kerja golongan lama

Masa Kerja golongan baru

10 |Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAI

No

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA | BARU [JUMLAH| LAMA | BARU

JUMLAH]

3 4 5 6 7

UNSUR UTAMA

! |PENDIDIKAN

A |Pendidikan Formal dan Memperoleh Gelar

1.

Doktor {83)

2.

Magister (S2)

3.

Sarjana (S1)

B |Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Memperoieh Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

Mengikuti diklat fungsional:

1.

Lamanya leblh dari 960 Jam pelajaran

. Lamanya antara 641 - 960 jam pelajaran

. Lamanya antara 481 - 640 jam pelajaran

Lamanya antara 181 - 480 jam pelajaran

2
3
4.
5

. Lamanya antara 81 - 160 jam pelajaran

8.

Lamanya antara 30 - 80 jam pelajaran

C |Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Memperoleh Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat il

JUMLAH
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2

PERENCANAAN TATA RUANG DAN/ATAU PENINJAUAN
KEMBALI RENCANA TATA RUANG

A

inventarisasi dan Identifikasi Data Perencanaan Tata Ruang

Menyiapkan desain survei perencanaan tata ruang lingkup
nasional

Pengkajian Data Perencanaan Tata Ruang

1. Mengkaji peluang pembangunan lingkup nasional

2. Mengkaji kritetia penataan wilayah ekosistem

3. Mengkaiji struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada
dan kecenderungan perkembangannya lingkup nasional

4. Mengkajl kebljakan dan strategi pangembangan wilayah

a._Lingkup nasional

b. Lingkup wilayah

6. Mengkaji indikasi program pembangunan

"*a. Lingkup nasional

- b. Lingkup wilayah

6. Meninjau kembali rencana tata ruang :

a. Mengkaji kesahihan rencana tata ruang lingkup
nasional

b. Mengkaji faktor eksternal dan internal yang
mempengaruhi rencana tata ruang lingkup nasional

Perumusan Konsep Rencana Tata Ruang

1. Merumuskan konsep rencana tata ruang

a. Lingkup nasional

b. Lingkup wilayah

2. Merumuskan program pengembangan wilayah

a. Lingkup nasional

b. Lingkup wilayah

Pembahasan Konsep Rencana Tata Ruang

Membahas naskah atay konsep rencana tata ruang

Perumusan Aspek Legai Perencanaan Tata Ruang

Menyusun telaahan peraturan perundang-undangan
perencanaan tata ruang tingkat

a. Nasional

b.” Provinsi

Penyusunan Konsep NSPM Perencanaan Tata Ruang

Menyusun konsep norma, standar, prosedur dan manual
(NSPM) perencanaan tata ruang

Sosialisasi Perencanaan Tata Ruang

Melakukan sosialisasi hasil perencanaan tata ruang atau
horma, standar, prosedur dan manual (NSPM)

perencanaan {ata ruang :

a._Lingkup nasional

b. Lingkup wilayah

Pengevaluasian Pekeraan Pihak Keliga

Mengevaluasi pekerfaan pihak ketiga yang berkaitan
dengan perencanaan tata ruang :

a. Lingkup nasional

b. Lingkup wilayah

¢. Lingkup kawasan

PEMANFAATAN RUANG

A

Inventarisasi dan identifikasi Data Pemanfaatan Ruang

Manyiapkan desain survei pemanfaatan ruang lingkup
nasional

Penyusunan Pregram Pemanfaatan Ruang

1. Mengkaiji data dalam rangka penyusunan program
pemanfaatan ruang lingkup nasional

2. Menyusun konsep program pemanfaatan ruang

a. Lingkup nasional

b. Lingkup wilayah




3._Menyusun konsep sinkronisasi program

a. Lingkup nasional

T,'_ Lingkup wilayah

4. Menyusun konsep perangkat insentif dan disinsentif

8. Lingkup nasional

b. Lingkup wilayah

5. Menyusun program investasi dalam rangka pemanfaatan
fuang :

a._Lingkup wilayah

b. Lingkup kawasan

Pengkajiar: Permasalahan Pemanfaatan Ruang

Merumuskan konsep rekomendasi pemanfaatan ruang

Pembahasan Konsep Program dan Perizinan

Membahas konsep program atau perizinan

Penyusunan Konsep NSPM Pemanfaatan Ruang

Menyusun konsep norma, standar, prosedur dan manual
(NSPM) pemanfaatan ruang

Soslalisasi Pemanfaatan Ruang

Melakukan sosiallsasl hasil pemanfaatan ruang atau
norma, standar, prosedur dan manual (NSPM)
pemanfaatan ruang:

a. Lingkup nasional

b. Lingkup wilayah

. |Pengevaluasian Pekerjaan Pihak Ketiga .

Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan
dengan pemanfaatan ruang lingkup nasional

v

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Inventarisasi dan Identifikasi Data Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

Menyiapkan desain survei pengendalian pemanfaatan
ruang fingkup nasional

Pengawasan

Menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut
penyimpangan pemanfaatan ruang dalam rangka
pengawasan dan penertiban

Perizinan Pemanfataan Ruang

Menyusun telaahan peraturan perundang-undangan
periiinan pemanfaatan ruang tingkat

a._Lingkup nasional

b. Lingkup provinsi

Penerapan Regulasi Zona Dalam Rangka Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

1. Menyusun konsep regulasi zona (zoning regulation)
sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang

2. Menyusun konsep sosialisasi penerapan regulasi zona
(zoning regulation)

Pengkajian Permasalahan Kebijakan Pengendalian
Pemanfaaten Ruang

1. Melakukan kajlan terhadap proauk hukum dan kebijakan
pengendalian pemanfaatan ruang

2. Mengkaji strategi pengendalian pemanfaatan ruang

a. Lingkup nasional

b. Lingkup wilayah

3. Menyusun rancang bangun instntmen pengendalian
pemanfaatan ruang

a._Lingkup nasional

. _Lingkup wilayah

4. Menyusun konsep peraturan perundangan-undangan
tentang pengendalian pemanfaatan ruang fingkat

a. Lingkup nasional

b._Lingkup provinsi
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5. Menyusun telaahan peraturan perundang-undangan
pengendalian pemanfaatan ruang tingkat :

a. Lingkup nasional

b. tingkup provinsi

Pembahasan Konsep dan/atau Hasil Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

Membahas konsep pengendalian pemanfataan ruang atau
hasil dari pengendalian pemanfaatan ruang

Penyusunan Konsep NSPM Pengendalian Pemanfaatan
Ruang

Menyusun rancangan norma, standar, prosedur dan
manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang

Soslalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Melakukan sosialisasi hasll pengendalian pemanfaatan
ruang atau NSPM pengendalian pemanfaatan ruang :

'“a. Lingkup nasional

b. Lingkup wilayah

Pengevaluasian Pekerjaan Pihak Ketiga

Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan
dengan pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional

PENGEMBANGAN PROFES!

A

Penyusunan Karya Tulis, Karya limiah di Bidang Penataan
Ruang

1. . karya tulis iimiah hasil penelitian dan evaluasi dibidang
penataan ruang dalam bentuk:

a. bukuw yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b. makalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

2. karya tulis berupa tinjauan atau ulasan‘iimiah hasil gagasan
sendiri dibidang penataan ruang dalam bentuk:

a. buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b. makalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

3. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil
gagasan sendiri di bidang penataan ruang dalam bentuk:

a. buku

b. makalah

4. Peryampaian gagasan/narasumber dan atau ulasan iimiah
dalam pertemuan ilmiah

Perumusan Sistem Pengawasan di Bidang Penataaan Ruang

{1. Merumuskan sistem pengawasan di bidang penataaan

ruang yang mengandung nitai-nilai pembaharuan

2. Merumuskan sistem pengawasan di bidang penataaan
ruang yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau
perbaikan

Penyusunan Pedeman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk
Teknis di Bidang Penataan Ruang

Membuat buku padoman/petunjuk pelaksanaanipetunjuk
teknis/ buku referensi di bidang penataan ruang

Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lainnya di
Bidang Penataan Ruang

1. Menterjemahkan/saduran dalam bidang penataan fuang
dalam bentuk:

a, buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b. makalah ilmiah yang diakui oleh LIP|

2. Menteriemahkan/saduran dalam bidang panataaan suang
yang dipublikasikan dalam bentuk:

a. buku

b. makalah

3. Membuat abstrak tulisan iimiah yang dimuat dalam
penerbitan
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Pemberian Bimbingan Teknis

1. Memberikan bimbingan teknik kepada pejabat fungsional
yang berada di bawah jenjang jabatannya

2. Memberikan bantuan teknik kepada peiabat ;t.rﬁktural dan —

staf yang memeriukan bantuan teknik di bidang penataan
ruang

Pamberian Penyutuhan di Bidang Penataan Ruang

1. Penyuluhan ke instansi lain mengenai bidang penataan
ruang atas pemmintaan institusi

2. Penyuluhan ke masyarakat mengenai bidang penataan
ruang atas permintaan institusi|

Pemberian Diseminasi atau Sosialisasi di Bidang Penataan
Ruang

1. Diseminasi produk hukum, pedoman, petunjuk teknis

2. Soslaliasi produk hukum, pedoman, petunjuk teknis

B JUMLAH

JUMLAH UNSUR UTAMA

Vi

PENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS PENATA RUANG

A

Pengajar/Pelatih di Bidang Penataan Ruang

Mengajar/melatih pada kegiatan Diklat Pegawai di bidang
penataan ruang

Peran Serta Dalam Seminar/Lckakarya/ Simposium di Bidang
Penataan Ruang

1. Mengikuti seminar/lokakarya atau simposium tingkat
nasionalinternasional sebagai :

a. Pemrasaran

b. Moderator/Pembahas/Narasumber

¢. Peserta

2. Mengikuti dan berperan serta sebagai delegasi ilmiah :

a. sebagai ketua

b. sebagai anggota

Menjadi Anggota Organisasi Profesi di Bidang Penataan
Ruang

1. Tingkat Nasionalinternasional sebagai :

a. Pengurus aktf

b. Anggota aktif

2. Tingkat Provinsi sebagai :

a. Pengurus aktif

b. Anggota aktif

Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penata
Ruang

Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penata
Ruang

Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

Memeperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan
bidang tugas

a. Sarjana (S.1)/ Diploma IV

b. Magister (5.2)

c. Doktor (8.3)

Memperoleh Penghargaan/ Tanda Jasa

1. Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja :

a. Tingkat Naslonal/internasional

b. Tingkat Provinsi

¢. tingkat kabupaten/kota

2. Gelar kehomatan akademis

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir kegiatan jenjang jabatan satu tingkat di atas / di bawah *)

1

2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUﬁ PENUNJANG

*} Dicoret yang tidak periu
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LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : v

Surat permyataan melakukan kegiatan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang
Surat pernyataan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang

Surat pernyataan melakukan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang

Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang
dan seterusnya

L

.

1+,

NIP.

Catatan Pejabat Pengusul :

4 dan seterusnya

{ jabatan )

(nama pejabat pengusul )

L

NIP.

Catatan Anggota Tim Penilai :

4 dan seterusnya

( Nama Penilai | )

NIP.

{Nama Penilai Il )

NIP.

Catatan Ketua Tim Penilal :

4 dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama)

NIP.
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CONTOH

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KE-
GIATAN PERENCANAAN TATA RUANG
DAN/ATAU PENINJAUAN KEMBALI RENCANA
TATA RUANG

LAMPIRAN lI PERATURAN BERSAMA MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR
NOMOR

o

TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN/ATAU PENINJAUAN
KEMBALI RENCANA TATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP e e e e e e et s re e natne

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP

...........................................................................

............................................................................

Pangkat/golongan ruang/TIM e e et

Jabatan

Unit kerja

Telah melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang sebagai

berikut :

No Uraian Kegiatan Tanggal

i o [ Ve e S
i PG ,53 %.i;!u) Ran

Satuan
Hasil

Jumlah

Angka
Volume :
Ke iatan Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

Wir

Q.

st

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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Atasan langsung

NIP.




CONTOH ;
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG NOMOR :

NOMOR
TANGGAL

LAMPIRAN Ill PERATURAN BERSAMA MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN KEPALA

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e e eee e e e e reeeren seee s e e e ae e e eeaesanns
NIP e e e e e e b e e o e s rereeoesennntessennne
Pangkat/golongan ruang/TMT

Jabatan
Unit kerja

...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................

Menyatakan bahwa:

Nama e e e et e e et e e te e benne e s ee e s e e eee s
NIP e e e eaets et e s et e e eate e e eeanens
Pangkat/golongan ruang/TMT

Jabatan
Unit kerja

...................................................................................

...................................................................................

Telah melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sebagai berikut :

: A Satuan \J;:,mg Angka, ‘klr:gll-:aah Keterangan/
” Uralan Katan Tanggal Hasil Kegiatan Kredit Kredit bukti fisik
1. o
2.
3.
dst

- Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

......................... L R R Ty P

Atasan Langsung

NIP.
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CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN

LAMPIRAN IV PERATURAN BERSAMA MENTERI| PEKERJAAN UMUM

KEGIATAN PENGENDALIAN PEMAN-
FAATAN RUANG

NOMOR
NOMOR
TANGGAL

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/gclongan ruang/TMT
Jabatan

Unit karja

...................................................................................
...................................................................................

Menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

...................................................................................
...................................................................................

Telah melakukan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai berikut :

DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jumlah Jumlah

Satuan Angka

Hasil

Angka
Kredit

Uraian Kegiatan Tanggal

Keterangan/
bukti fisik

Demikian pemyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

NiP,
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CONTOH :

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI NOMOR

PENATA RUANG NOMOR
TANGGAL

LAMPIRAN V PERATURAN BERSAMA MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI PENATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

...................................................................................

Menyatakan bahwa:

Nama

NiIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

...................................................................................

...................................................................................

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi Penata Ruang sebagai berikut :

‘ _ ! Satugn {J,zm';: Angka ‘k’r?;f: Keterangan/
No Uraian Kegiatan Tanggal Hasil Keqiatan Kredit Kredit bukti fisik
1.
2.
3.
dst

Cemikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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CONTOH LAMPIRAN VI PERATURAN BERSAMA MENTERI PEKERJAAN UMUM

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KEGIATAN PENUNJANG TUGAS NCMOR :
PENATA RUANG NOMOR

TANGGAL

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PENATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NI e et e e
Pangkat/golongan ruang/TMT et e et e eeaeaeeeateeaa et eaaata e e et areeehatreerbeens sabn sorpeeenreeas
Jabatan

Unit kerja

...................................................................................

...................................................................................

Menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................

Telah melakukan kegiatan penunjang Penata Ruang sebagai berikut

. . Satuan dgml:‘g Angka ‘k’:::: Keterangan/
No anglatan Tanggal Hasil Keaiatan Kredit Kredt | bukti fisik

1.
2.
3.

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

......................... Brueanresaesacatararatersenranan

Atasan Langsung

NIP.
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CONTOH LAMPIRAN VIl PERATURAN BERSAMA MENTERI PEKERJAAN UMUM
SURAT PERNYATAAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN NOMOR :
PELATIHAN PENATA RUANG NOMOR
TANGGAL

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

...................................................................................

...................................................................................

Menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Penata Ruang sebagai berikut :

Satuan d‘;ﬁ::ﬁg Angka .ﬁ.x:ﬂkah Keterangan/
No Uraian Kegiatan Tanggal Hasil Kegiatan | Kredit Krg di? bukti fisik
1.
2.
3.
dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

......................... P T

Atasan Langsung

NIP.
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CONTOH LAMPIRAN VIl PERATURAN BERSAMA MENTERI PEKERJAAN UMUM
PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR
TANGGAL

— PENETAPAN ANGKAKREDIT

Nomor

Masa penilaian : ..., sid

.................................

Instansi :
| KETERANGAN PERORANGAN

Nama

NIP

Nomer Seri KARPEG

Pangkat / Golongan Ruang / TMT
Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan Tertinggi

Jabatan Fungsional / TMT

WDI~N|[D || B |W N

Lama
¢ | Masa Kerja golongan

Baru

g | Unitkerja
I | PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH
1 | UNSUR UTAMA

A | 1) Pendidikan Formal

|
2) Pendidikan & Pelathan dan mendapat Surat 1
Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP) |

B | Perencanaan tata ruang danfatau peninjauan
kembali rencana tata ruang

C | Pemanfaatan ruang

D | Pengendalian pemanfaatan ruang

E | Pengembangan profesi

\

\

: |

Jumlah Unsur Utama |
\

2 | UNSUR PENUNJANG PENATA RUANG
Penunjang tugas Penata Ruang

Jumiah Unsur Penunjang

Jumiah Unsur Utama dan Unsur Penunjang
il | DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM |

\
JABATAN.........ocecveer e ! PANGKAT......cccovirrennnns ITMT. e, |

ASL| disampaikan dengan hormat kepada : Ditetapkan di ...........coccovvvvvveerircrereene.
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN pada tanggal ... |

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Penata Ruan,? %ang bersangkutan; |
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan; ‘
3. se.kretaﬂs Tlm Penllai yang bersangkutan; h.l-ﬁ -------------------------------------------------------- !
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; : }

|
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CONTOH

LAMPIRAN IX PERATURAN BERSAMA MENTERI PEKERJAAN UMUM

SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PERTAMA KALI DALAM JABATAN NOMOR

PENATA RUANG NOMOR

TANGGAL
KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR e st en s senes
TENTANG

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

TEMBUSAN :

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN PENATA RUANG

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/10/M.PAN/6/2007 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka
Kreditnya, dipandang perfu untuk mengangkat Saudara...........c..eeeevveeoveiiennine dalam jabatan

" Penata Ruang ............. '

..................................................................................................................

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telsh diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sembilan kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1594;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/6/2007;
Peraturan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
NOMOT....ciiiii it dan NOmor...........cccccveeeveen. ;

b

oy ohw

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal ....... . vvece ceverrceirareenie e ee e v sennens
mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama

b NI e e e
¢. Pangkat/golongan ruang/TMT D e e re s st rerrs
d. Unit kerja e e s s

....................................................

...........................................................................................................................

.....................................................................................................................

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan
diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di........covivivceecccnnrcnenssninnes
pada Tanggal .....c...ccvvvivciniie e,

NIP.

Menteri Pekerjaan Umum;
Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)

Instansi yang bersangkutan;*)

1.
2.
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
4,

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
Yang bersangkutan;*)

6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan. - - -

*)  Coret yang tidak periu,
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dlanggap periu.
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CONTOH LAMPIRAN X PERATURAN BERSAMA MENTERI PEKERJAAN UMUM

SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN/ DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN NOMOR :

KE DALAM JABATAN PENATA RUANG NOMOCR

TANGGAL
KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA¥)
NOMOR oo cn e be s s
TENTANG

PENGANGKATAN/PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN PENATA RUANG

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA, *)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 28 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor  PER/10/M.PAN/6/2007 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan
Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara....................ceeevne. dalam
jabatan Penata Ruang .........coveeeees :
D e bttt e et et e e ee e een e re et et ettt e
.......................................................................................... ;
Mengingat * 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan lndang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sembilan kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
S.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 10/M.PAN/6/2007;
6. Peraturan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor............... dan NOMOr.....couvrerenrannne ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA b Terhitung  mMulai  tANGGAl oot se et s mengangkat
Pegawai Negeri Sipil :
a. NamMa s
D NP e
c¢. Pangkat/golongan ruang/TMT HEPR Cerereete e e eree s rastrees
d. Unit kerja e e e rees sese
Dalam jabatan ..........oevvvniiriennns dengan angka kredit sebesar .................. T ).
KEDUA e et te et et oSttt s s e
KETIGA ) bttt ate st e e te e e e me st e s st
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan
diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di.......c..corrnernmersnesseesenenines
pada tanggal ........ccccemveereiiieennieresnns
NIP.
TEMBUSAN :
1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
Instansi yang bersangkutan;*) '
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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CONTOH : LAMPIRAN XI PERATURAN BERSAMA MENTERI PEKERJAAN UMUM

SURAT PERINGATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR
TANGGAL
SURAT PERINGATAN
NOMOR :
DART e e et et s e
KEPADA YTH. 1 vt seen e ntesse e s
TANGGAL s e et e e e
1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :
Nama L b g e et et e e e ot ee s naes e
NIP e e e e e e e bt et ea e ettt e s e e es st et sen s
PaNGKAt/GOL FUANG 1 eoocveieer sttt e s
JADALAN L e eoon oo
Unit kerja e e bt r e bbb s s ee e e e st see st e
Sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah ... . . tahun  menduduki
jabatan.........co.ocovvii i tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan
SEJUMIAN.......ciere e
2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/10/M.PAN/6/2007 dan Peraturan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara NOMOK .....ccveevercinronnnerensieneierernnne dan Nomor .................... Tahun ................ diminta agar
Saudara dapat memenuhi ketentvan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari
Jabatan Penata Ruang.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di & ............ccoveereveeerernrerereresesos e
Pada tanggal @ ............ccoooeeecvrrerereee e,
NIP
Tembusan :
1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
3. Pimpinan unit kerja Penata Ruang yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
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CONTOH : LAMPIRAN XII PERATURAN BERSAMA MENTERI PEKERJAAN UMUM

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
JABATAN PENATA RUANG NOMOR :

NOMOR

TANGGAL

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR «.....cccorvmmrmrrennrrenirns
TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENATA RUANG KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT
MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

MENTERI /GUBERNUR/BUPATI/WALIKQTA,*)

Menimbang i a. bahwa Saudara .o, NIP ... jabatan.........cccoeee, pangkat/golongan
TUBNG oooeeiciereeer s terhitung mulai tanggal .................. telah dijatuhi hukuman disiplin
tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor .................
tanggal ... /dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka

waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil

dalam jabatan Penata Ruang, dipandang periu memberhentikan Pegawal Negeri Sipil yang
bersangkutan dari jabatan Penata Ruang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Namor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sembilan kali diubah terakhir
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/ 6/2007;
7. Peraturan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor............ dan Nomor .......cccocevvereeenn, ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan »
PERTAMA ¢ Terhitung mulai tanggal .......c..cooeveeveivesee e, - memberhentikan dengan hormat dari jabatan
Penata Ruang :
A Nama e
b, NIP e
C. Pangkat/Golongan ruang/TMT & oo,
d. UnitKera e
KEDUA LA
KETIGA :  Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawal Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui
dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di O UPTIORN
pada tanggal RO
NIP
TEMBUSAN :
1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*} Coret yang tidak periu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap periu.

52




CONTOH LAMPIRAN XIII PERATURAN BERSAMA MENTERL PEKERJAAN UMUM
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PENATA RUANG NCMOR :

NOMOR

TANGGAL

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR ! ....coivnmrnimimainisissenne

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENATA RUANG KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAT KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT
MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

MENTERI /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa Saudara .......................... NIP ..o, Jabatan............oeeeee.. pangkat/golongan ruang
........................... terhitung mulai tanggal .................. telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat
berat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang NOMOr ..o, tanggal

.......................... {dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1
(satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil.

dalam jabatan Penata Ruang, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipi! yang
bersangkutan dari jabatan Penata Ruang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jjo. Peraturan Pemerintah Nomear 9 Tahun 2007;
3. Perturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; :
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/6/2007;
7. Peraturan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
NOMOT.......cocceiiirraran, dan Nomaor ..o, ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERTAMA 1 Terhitung mulai tanggal .........cooooveveeeeeiiicsieooeons memberhentikan dengan hormat dari jabatan
Penata Ruang :
8, Nama e teratsansreneens
b NIP e ees et
C. Pangkat/Golongan ruang/TMT & ...mciieeeeecsseee e
d. UnitKera e
KEDUA S
KETIGA :  Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawali Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui
dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di .........ccooovieive eneseronesons crvseneneine
pada tanggal .............oeeveieereviennae e erentrenraen.
NIP
TEMBUSAN :
1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Kepala Badan Kepegawalan Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawalan instanst yang bersangkutan;*)
5.  Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*)  Coret yang tidak periu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perfu.
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CONTOH LAMPIRAN XIV PERATURAN BERSAMA MENTERI PEKERJIAAN UMUM

SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KEMBALT DALAM JABATAN PENATA RUANG NOMCR :

KE DALAM JABATAN PENATA RUANG NCMCR

TANGGAL
KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR oot e e e ees e
TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENATA RUANG
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagal pelaksanaan dari Pasal 30 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/10/M.PAN/6/2007 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang dan Angka
Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali  SaUara........ceieesiversoeseroness dalam
jabatan Penata Ruang ............. ;
B e e e e sttt bt s s e s ee st ee s et se o1t eees ee et A Eee et e er et et et e enae e
.......................................................................................... ;
Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sembilan kali diubah terakhir
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/6/2007;
6. Peraturan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor................. dan Nomor....... ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA 1 Terhitung mulai taNGOal ....... v cuies veoreiceee e sreeereeseeesee s e ess e
Mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama L PP
Do NIP s
€. Pangkat/golongan ruang/TMT e e e e ae s sreany
doUnitkera e
Dalam Jabatan ........c.cceccvneveiieiiiioneeerens dengan angka kredit sebesar .........c.cveeerenne (eorerenneennen )
KEDUA LR et sttt e et
KETIGA ) e e b e b s Ee s v e te et enese st srea see
KEEMPAT i Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbalkan dan
perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawal Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahut dan
diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di.........cccceereiiiiivnrinvirsreennns
pada tanggal ........cevveeveveeieioinesresensan
NIP
TEMBUSAN :
1. Menteri Pekerjaar Umum;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BXD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian

Instans| yang bersangkutan;*)

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
Pejabat linstansi lain yang berkepentingan.

amh

*) Coret yang tidak periu.
**) Uilsi apabila ada penambahan diktum yang dianggap periu.
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CONTOH

LAMPIRAN XV PERATURAN BERSAMA MENTERI PEKERJAAN UMUM

SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DALAM JABATAN PENATA RUANG DAN NOMOR
ANGKA KREDITNYA NOMOR
TANGGAL
KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA¥)
NOMOR o e e e e
TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENATA RUANG
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa Saudara ................. NIP .ocrverreens dengan Keputusan ............ Nomor: ......... , tanggai
..................... terhitung mulai tanggal ........c....... telah ditugaskan melakukan kegiatan penataan
TUANG PACAE ..eevieiiiicrii i e s
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ....., tanggal
...... , dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Penata
Ruang.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sembilan kali diubah terakhir
Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 2007;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/6/2007;
6. Peraturan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
NOMOL.ciciivriaranss dan NOMOr.......oesnvvesinnns ;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA ¢ Terhitung mulai tanggal ....... + vovit eeeerc e oo
Mengangkat kembali Pegawai Negeri S|p|I
8. Nama e e se e pnrarens
bB. NIP ettt et eaerressesn s neeeone
¢. Pangkat/golongan ruang/TMT OV
d. Unit kerja D e e e s
Dalam jabatan ......ceomeimronenininennens dengan angka kredit sebesar ......c.cceeenennn. [ T )
KEDUA LK e L L e et e g ses e b ae s st st se st et
KETIGA LK e e s s e e sreas e e e s e ren st anes e
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan inl, akan diadakan perbaikan dan

perhitungan kemball sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawal Negeri Sipil yang bersangkutan untuk  diketahul dan
diindahkan sebagaimana mestinya,

TEMBUSAN :

Ditetapkan dl........civivvivieeevceerercemsnenenienn,
pada tanggal .........ccvreninennmnsnsesinen

NIP

. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan, *)
Instansi yang bersangkutan;*)

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)

1
2
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4,
5.

Pejabat instansi lain yang berkepentingan.,

*) Coret yang tidak periu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap periu.

55



